
BUPATI PAM1£KASAN 
PROVINS! JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 69 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN 1ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya alokasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembaka_u Tahun Anggaran 2020 dan Dana 
Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pe□erintah Kabupaten 
Pamekasan Tahun Anggaran 2020 yang definitif, maka agar dana 
tersebut menjadi efektif perlu segera dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan; 

b. bahwa dalam rangka akselerasi penyelesaian pekerjaan yang 
menjadi tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan 
situasi yang berkembang "di masyarakat, perlu melaksanakan 
pergeseran rekening belanja dan penyediaan anggaran tambahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 69 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembara!1 Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lerribaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



5. Un<;fang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negaru (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahau Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pem.erintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 ,Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
teluh diubah bebernpa kali, ternkhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua 
Atas Undang-Unrlang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Numor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4614); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tenlang 
Bclntuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tcntang Pcrubuhan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar /\.kuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tclmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041; 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Repuqlik Indonesia Nomor 6322); 

24. Penituran Prcsiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

25. Peratun.1.11 Presidcn Nomor 87 Te1hun 2014 tentang 
Peraluran Pelaksanaan Undang~Undang Nomur 12 Tuhun 
2011 Lt=ntang Pcmbcntukan Peraturan Perundang
undangm1; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan KLuangan Daerah, 
sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tc1.hun 2006 tenta.ng Pedoman 
PengdolD.an Kcwu1gan Dacrah; 

27. Peraturan Ment.eri Keuangan Nomor 222/PMK/07 /2007 
tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cuk"ii Hasil Tembakau; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daernh, sebagaimana telah diuuah bebcrapo. kali, tcrakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pcdoman 
Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Pencrapan Standar 1\.kuntansi Pemerintahan 
Herbasis Akrual pada Pcmerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri D.alum Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment.eri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tcntang Tala Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2020; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Le 111 baran Daerah Ka bu paten Pamekasan Tahun 2005 
Nonior 2 Seri E); 

34. Per.,turan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri 
C); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 
2010 ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan 
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lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2010 Nomor 2 Seri C); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang Pajak Dae rah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 
Nomor 3); 

37. Peraluran Dacrah Kabupalen Pamckasan Nomor 4 'I'ahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan 'I'ertentu (Lembaran 
Dae rah Ka bu paten Parnekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri 
C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Parnekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), 
sebagaim::-ma telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), 
sebagaimana telah diuboh beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasr.1 Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pumekasan Tahun 2018 Nornor 16); 

40. Peraturan Daerah Kabupatcn Pamekasan Nomor 15 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri 
C), sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan 
Kepala Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2019 Nomor 11); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 
2015 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke 
Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2016 Nomor 10); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
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dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 
2018 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke 
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 14); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 
Tahun 2019 ten tang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 
Tahun 2023; 

4 7. Peraluran Daerah Ka bu.paten Pamekasan Nomor 21 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2019 Nomor 21 Noreg Peraturan 
Daernh Kabupatcn Pamekasan Nomor 448-21/2019 ); 

48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Timur 
Nomor 75 Tahun 2019 Ten tang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten 
/Kota di ,Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. 
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Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor l 70/73.B/432.100.2020 tanggal 21 
Februari 2020 Rekomendasi DPRD Kabupaten Pamekasan 
Pcrihal Perubahan Pera tu ran Bupati Pamekasan Nomor 69 
Tahun 2019 Ten tang Penjabaran APBD Kabupaten Pamekasan 
Tahun Anggaran 2020. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 69 Tahun 
2019 Ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 69 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarari 
2020 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 adalah 
sebagai berikut : 

1. Pendapatan : 
a. Semula ....... .... ........ .. Rp. 1.841.857 .223.552,00 
b. Bertam bah ............... . RP- 6.642.136.900,oo 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan .... Rp. 1.848.499.360.452,00 
2. Belanja: 

a. Semula ..................... Rp. 2.353.211.346.986,00 
b. Berkurang ...... .. ........ Rp (16 :100.682.992,00) 
Jumlah Belanja Setelah · Perubahan Rp. 
Defisit Setelah Perubahan Rp. 

2.337.110.663.994,00 
(488.611.303.542,00) 

3. Pembiayaan : 
a. Pencrimaan 

1) Semula .. ............ ... Rp. 531.354.123.434,00 
2) Berkurang............ .. Rp. (22.742.819.892,00) 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 508.611.303.542,00 
b. Pengeluaran 

1) Semula ..... ... ........ . R!p. (20.000.000.000,00) 
2) Bertarnbah .. ........... ~ 0 00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. (20.000.000.000,00) 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 488.611.303.542,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 
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Pasa12 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri atas : 
a. Lampinu1 I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. Lampiran 11 Rincian Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah. 
c. Lampiran III Rekap Belanja Peri.jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

Pasal 3 

Peruturan Bupati m1 merupakan pedoman dalam penyusunan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai . dengan peraturan 
perundang-undangan . 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 24 Februari 2020 

s ;----

ERAH 
SAN, 

0 

Ditetapkan di Pamekasan 
p~anggal 24 Februari 2020 

-r~·p--.:...., 
1 ·~ . {1/ ~~" SAN, 

1* 

-<> 
AM 

, ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 9 
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